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A. Pendahuluan

Heformasi birgkrasi di Indonssia dimulai dengan diksluarkannys
Tap MFPH-HI Momor V2001 yang mengamanatkan agar Presiden
mermbangun kultur birokrasi Indonesia yang ransparan. akuntabel, bergih
dan beranggungawab, sera dapat menjadi pelavan masyarakat, abdi



negara, contoh dan teladan masyarakat. Merindaklanjuti Tap MPR-
Rl Nomor VIFi2001 tersebut maka pemerintah telah menyusun rancangan
reformasi birokrasi 2004-2008. Namun sasaran reformasi lersebut masih
bersifat parsial yang dilaksanakan cleh safiap instansi menurut skenario
masing-masing, dan bersifat sempit yailu  mewujudkan tala kelola
pemerintahan yang baik. Mamun dalam rancangan 2009-2014 reformasi
birokrasi dikelola sacara nasional dalam salu ketoreaduan antar instansi,
dengan sasaran terwujudnya pemeriniahan yang bersin dan bebas KKN.
peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maningkataya
kapasilas dan akumalilitas kinera birokrasi.

Ferubahan tahun 2009-2014 juga mencakup area yang diperluas Yan
semula B area (fahun 2004-2009) menjadi B area, yail Grganisasi, tata
laksana, paraluran perundang-undangan, SOM aparaiur, RaENgawasan,
akuntabiltas dan pelayanan public, serla mempeartajamnyva dard pudaya
arganisasi menjadi pela pikic (mindsat) dan budaya ketja (oulture sef)
aparatur, Perubahan rancangan reformasi birakeasi tersabul cliranglum
dalam tabel 1.

Melalul rancangan 2008-2014 tersebut diharapkan pemerlntah mamilik)
kekuatan  molanjutkan proses rotarmasi, sehingga pada lahun 2026 visi
pamanmahan kelas dunia yailu adanya blrakrasi pemerintahan prolesional
dan banttagrilas linggl yang mampu menyalanggarakan polayanan prima
kepada masyarakal, dan manalemen pemenntaban yang domokratis
Benar-benar dapat diwujudkan.
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Tabel |
Perubahan Rancanyan Belomasi Birckrasi di Indonasia

Sifat: ' Slfat:

[nsLansional _ Masionzl dan Instansional
Sazaran: Sasaran:

Mewajudkan tata kalols 1. Terwujudnya Pemarintahzn
pemerintahan yvang baik yang barsih dan bebas KKM

. 2. Terwujudnya peninpkatan
! kualitzs pelayanan publik
i kepada masyarakat
|

3. Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilias kinerja birokras
| Area Perubahan: Area Perubahan:

i 1. Eelembapzan (Organisasi) | 1. Organiszsi

| 2. dudaya Grganisasi Tatalaksana

! 3. Retatalaksznzan Paraturan perundang-

!-ﬂ. Regulasi-Deregulasi undangan

[ 5. SO0 200 Aparatur

E Pangzwasan

Akuntabilitas

Felayanan Fublik

Palz pikir {mingset) dan
budaya kerja fculturs set)
aparatur
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B. Peran SDM Aparatur Dalam Reformasi Birokrasi

Birokrasi merupakan instrumen penting bagi negara melaksanzkan
fungsi pelayanan demi tercapainya tujuan peningkatan kesejahieraan
masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahtaraan
masyarakat tarsabui, negara/pemerintah menyelenggarakan public service
(public affzirs), dan oleh karena itu sermua barang dan jasa publik tersebut
harus dapat dikelola secara efektif dan efisien oleh birokrasi publik. Upaya
meningkatkan efektivitas dan efisiensi tersebut dilaksanakan malalui
reformasi birokrasi.

Fenyangoa ulama reformasi adalah lata pemerntaban vang baik,
dimana salah satu dasar ulamanya adalah birckrasi yang baik. Melalui tata
pemarintahan yang baik yang didukung oleh birgkrasi yang sesuai dengan
tuntutan masyarkat yang terus herkembang, diharapkan dapat diwujudkan
pemenntahan berkelanjutan {sustainable governancg) guna mengemban
amanah rakyat. Oleh karena itu reformasi birokrasi sehamsnya dikaitkan
dengan upaya peningkalan pelayanan kepada rmasyarakat.  Demi
mencapai pehingkatan pelayanan publik tersebut banyak varabel terkait
yang harus dikembangkandditingkatkan, tidak hanya kelembagaan dan
ketatalaksanaan, akan tetepi juga termasuk pengelolazn aparatumya
sabagail penggerak utama birokrasi pamanintaban,

Berkaitan dengan semskin pentingnya peran 30M aparatur dalam
birakrasi tuliskan oleh Sally M. Sihomting dkk (dalam Sulistyani, 2004:267),
bahwa: “... peran aparaiur pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator
dan sehvice provider melainkan sebagai dinamisator dan entreprenewr.
Perannyz harus mampu dan jeli dalam menghadapi dan memanfzatkan
berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi era globalisasi.
Menghadapi kondisi demikian, profesionalisme sumber daya aparatur
pemetintah sudah mempakan kehamsan yang fidak bisa ditawar-tawar
lag©. =elain ity Agustinus Sulistyol menuliskan babwa: “Baik-buruknya
suatu pemenntahan sangat tergantung pada baik-buruknya mesin hirokras

1 (htpefvww stalan. ac.id Agustinus odl dakses tanggal 13 Mei 2012
Jusan 4.1 3 wih)
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sebagai panyelenggara pemerintahan, Sementara itu, birokrasi pemerntah
sungat bergantung pada SDM aparaturnya (PNS) di dalamnya sebagai
Aparalur penyelcnggara pemenntah™.

{Hehkarenaitureformasibirokrasijugaharus diimbangidenganreformasi
dalam aspek aparalur sebagai Sumber Dava Manusia dalam birokrasi.
Berkaitan dengan hal tersebut Mahadam Lzbolo (201 1:34) menuliskan,
bahwa “reformasi birokrasi seharusnya diarahkan pada sejumiah pilihan
kebijakan seperti reformasi struklural, kapasitasi dan instrumentasi’,
Pendapat tersebul memperjelas pemahaman bahwa reformasi kapasitasi
menjadi salah satu aspek peniing yang harus mendapatkan perhatian.
Reiormasi kapasitasi adalah upaya meningkatkan kemampuan sumber
daya birokrasi dalam pelayanan agar mampu mengimbangi dinamika
masyarakatl. Heformasi kapasitasi berkaitan dengan kemampuan birokrasi
beiksecaraindividual maupun kelempok vang ditunjukkan pada kemampuan
meneriemankan visi dan misi, program dan kegiatan. Fangermbangan
ini mengarah kepada pengembangan SDM aparatur vang monentukan
profosicnalisme mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

SOM aparatur pada dasamya merupakan critical success factor dalam
pruses penyclanggaraan pelayanan dan psmerintahan yang sedang dan
akan terus berangsung. Baik buruknya birokrasi suatu negara sangat
dipengaruhi oleh kuaniitas maupun kualilas kepegawaian negaranya. Oleh
karena itu, kemampuan birokrasi ontuk melakukan reformasi kepsgawaian
negera secara komprehensif sangat dituntit.

Dalam HRoed Map Reformasi Birckrasi 2010-2014  Penatazn
Sistem Manajernen SDM Aparatur menjadi program penting, dengan
larget meningkalnya  profesionalisme SDM aparatur  pada masing-
maging Kementerian/Lembags dan pemerintah daeran (pemda); serts
meaningkalnya etektivitas manajemen SOM aparatur pada masing-masing
kementeriandlembana dan pamda. Hal {fersebut mengindikasikan bahwa
SOM aparatur memiliki peran penting bagi keberhasilan reformasi yang
sedang dilaksanakan.
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C. Lemahnya Pengelolaan SDM Aparatur

Agar mampu memberikan sumbangan bagi keberhasilan reformasi
yang sedanq dilaksanakan, maka SOM aparatur harus dikelola dengan
baik. Mamun sayangnya dalam kenyataan masin terdapat indikasi yang
menunjukkan lemahnya pengelolaan SDM  apartur tersebut. Seperti
diungkapkan Marsonod, kondisi SDM aparatur saab ini masih jauh dari
profesional. Hal ini terlibat dari rendahnya kinerja pagawai yang ada,
Kurang baknya pelayanan yang dibarikan. rendahnya gaji yang diterima,
maraknya prakiek korupsi. kolusi dan napotisme (KKM} di kalangan PHS,
tidak eicktiinya pelaksanaan diklat pegawai, tidak jelasnya jenjang karier
PME dan masih banyak gambaran lainnya yang menunjukkan masih kurang
bagusnya potret PMNS dilndonesia. Gambarantersebut mambetikan indikasi
adanya sesualu yang salah dalam pengelolaan kepegawaian (PNS) di
Indonasia yang berdampak kurang berdayagunanya PHS Indonesia.

Kurang berdayanya S0DM aparztur tersebut tidak lepas dar sistem
pengeloladan masa lalu yang penuh kelermahan, yang tercermin dalam
pengaturan melzlui Undang-Undang No, 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian terutama dalam sistemn pengangkatan pejabat
struktural.  Dalam panjelasan pasa 20 diatur bahwa untuk menjamin
vbyektivitas proses pengangkatan dalam jabatan melalui dua instrumen,
vaitu Dafllar Penilaian Pelaksanaan Pekerfaan {DP3) dan Dafiar Ut
kepangkatan (DUK). Daftar Urut Kepangkatan {DUK)} disusun dengan
menggunakan ukuran senioritas dalam pangkat, jabatan, pendidikan dan
pelatinan jabatan, masa ketja, dan umur. Dengan ukuran-ukuran lersebut
elas lidak akan mampu memofivasi sorang PMS untuk berprastasi,
karena pangkal atau jabatan yang akan dicapai sangat tergantung pada
lamanya pengabdiannya kepada organisasi, bukan pada presiasi yang
dihasilkan sclama masa kefa dalam organizasi torsebut Senioritas
memang mencerminkan pangalaman can memungkinkan bagi pegawai
barsangkutan lebih cepat beradapiasi dalam sistermn kerja dan jabatannya

2 (i pzff pleno-lznrierefstachmienisd zrcle/47 COMPETENCY Y 20520
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baru, namun kelemahannya adalah pejabat lersebut memiliki - struktur
pengalaman dan mindsst yvang relalif stabilisiatis/igid, sehingga kinara
pejabat dalam memimpin unit kefa dan mengalala program-programnya
masin berdasarkan kebiasaan yang selama ini berjalan, tanpa hanyak
memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas kerja.

DF3 merupakan instrumean yang digunakan menilai PNS berdasarkan
unsur: kesetiaan, preslasi kerja, tangoung jawab, ketzatan, kejujuran,
kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Dari delapan unsur tarsebut,
hanya tiga vang berhubungan langsung dengan proses kerja SCOrANYG
P, yailu prestasi kerja, tangoung jawab, dan prakarsa, Sedangkan unsur
lain cenderung pada penilaian atas inleraksi PNS bersangkutan dengan
lingkungan organisazinya, Dalam prakieknys, penilaian DP2 tersebud
cenderund hersifat subyekiif karena didasarkan pada persepsi pimpinan
(pejabiat penilai) atas pelaksanaan pekerizan bawahannya {pejabat yang
dinilai), sehingga penilaian kinerja PNS tersebut didasarkan pada kesan
umum yang ditunjukkannya kepada organisasi/pimpinannya.

Adanya kelermahan-kelemahan terzebut menunjukkan bahwa Sistemn
pengembangan karier {ferutama vang diatur dalam Undang-Undang Neo.
8 Tahun 1574 tantang Pokok-pokok Kepegawaian) belum baik, Menunut
Agustinus Julistyvo dkk3, Sistem pengembangen karir yzng baik harus
didasarkan pada prestasi karja terukor dengan baik dan transparan. Qleh
karena itu sistem pengembangan karier yang didasarkan Rada senioritas
atay DUK dan penilaian DP3 haros ditinggatkan.

Senrang pejabat stniklural haruslah seorang vang memiliki kapasitas
memadai dalarm menjalankan lugas pokok dan fungsinya, sehingga unluk
memilih sescorang pegawai untuk dipindahikan atay dipromaosikan dalam
suaiy jabatan tertentu harus didasarkan pada perimbangan yang tepat
yang bisa mempradiksi, bahwa yang bersangkutan benar-benar mampu
menunjukkan kinerja yang baik dalam jabatan yang baru nantinya. Dan
berbagai penalitian yang dilakukan parz ahli Sudarmanio (2005:50)
menuliskan bahwa: *Kompeiensi merupakan stibut kualitzs sumber daya
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manusia yang berpengaruh signifikan terhadap kinena idividu”™. Oleh karena
ity sudab saatnya pengembangan karer SOM aparalor jugs didasarkan
pada kompetensi, karena kompetensi mampu memprediksikan kinerja
individu di maza mendatang.

0. Kerangka Teoritis
1. Konsep Pengembangan Karler

Bomardin & Russel [1993:340} memberikan definisi pangembangan
kaner sebagai berikut:

“Understanding careerdavalopment inan arganizafion requiras an axainafion

of two praceses: haw individuals plai ard implemeant fAgir own earecr gogis

{caraer planning}. and fow organizanons dosign and imiplerment heir caraer

develdpmaont programs [carsar mmanggemeant)”

Fengembangan kaner dalam organisasi membutubkan pengujian
2 proses, yaitu bagaimana  individy  kKardawan merencanakan dan
mengimplementasikan tujuan karier mereka, dan bagaimana organisasi
mendesain dan mengimplementasikan program pengambangan karernya.
Dalam konsep pengembandgan karer akan mencakup perspakiif parsonal
{individu) dan organisasi.

Dilinjau  dari  persepektii  personal, sefiap  individu  pegawai
berkepentingan dengan karier. karena karier akan menentukan masa
depan dan proses petjalanan hidup dalam pekerjaan atau profesi yang
ditekuninya. Karer seseorang dapal diibal dari perkembangan atau
kemajuannya dalam memperolen atau  mendapatkan jabatan dan
kepangkalan atau ketugasan. Seseorang akan dinilai memiliki karier baik
apabila selama riwayal pekerjaannya seseocrang tersebut memperoleh
jabatan atau kepangkatan prestizius dan didambakan banyak orang.
Sebaliknya seseorang akan dinilai fidak memiliki karer yang baik apabila
arang tersebul tidak memiliki jsbatan stau kepangkatan yang dipandang
prastizus dan dihargai banyak arang,,

hMasyarakatpada umumnyamenjadikan kaner sehapaisalahsatuukuran
menilal keberhasilan hidup sesecrang. Hal itu dikarenakan pada seliap
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paningkatan karier yang berimplikasi pada perubahan tugas dan ianggung
[awak yang semakin berat serta kewenangan yang semakin luas, akan
disertai dengan peningkatan penermaan/kompensasi. Dengan semakin
tingginya penerimaankompeansasi 1ersebul, maka pegawai bersangkulan
akan memiliki status ekonomi dan sosial di masyarakat vang semakin
baik pula. Setiap pegawai merasa penting mengembangkan kariemya,
seningga hal tarsebut menjadi salah satu pertimbangan menentukan bagi
sesenrang untuk bertahan atau  keluar, babkan menjadi pedimbangan
pada saat memutuskan bekerja pada (masuk memadi bagizn dari} sualu
argdanisasifperusahaan,

Diari perspektif organisasi, karier menjadi salah satu aspek penting
dalam manajemen sumbar daya manusia, karena melalui mangjemen
karigr yang baik organisasi‘perusahaan menetapkan bagaimana memilih
arang-orang yang kompeten menduduki  jabatandposisi vang tepat
sehingga tujuan organisasi dapal dicapsi dengan sukses, Manajemen
karier merupakan proscs organisasi yang meliputi usaha mempersiapkan,
mengimplementasikan, dan memoniior rencana-rencana karier yang dibuat
masing-rmasing individu, untuk diintegrasikan di dalam system karier vang
dikembangkan organisas. Sedangkan sysiem pengembangan karer
merupakan usaha yang direncanakan secara formal dan terorganisasi
uniuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan karier individu dengan
permintaan kebutuhan lenaga kefa secara organisasional.

Fengembangan karier yang disusun organizasi sudah seharusnya
memasukkan dua perspektif tersebul, sehingga mampu memanuhi harapan
indivicy sekaligus memberikan kemampuan bagi organisasi  menjawab
berbagai tantangan perubahan eksternal. Sshubungan dengan hal tersabut
Bernardin & FRussal mengemukakan model pangembangan karer Yang
mengintegrasikan perencanaan karier individu dengan manajemen karicr
organisasi seperi ditunjukkan dalam gambar 1.
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Gambar L
Model Pengembangan Karicr dalam Organisas

Aengembangie
! Karirr Ceginishi
; &
Ietiioual Institusianal
[ * e |
Prrencimiain Bari Manajermnsn Karier
Prosers Bianjutan: Trocas Lanjutan:
- Pilihan Jabatan/pekerjzan - Hekrutrmen dan seleksi
- Piliham Deaaniszsl - Alakasi S0
- Pilihan Kzrier Pribadi - Menilaian dan cvaluasi
- Ralatihan dan Rongembangan

Sumber: Bernardin & Aussed (1993:341)

Dalam konsep pengembangan karier lerdapat 3 (tiga) pengertian
yang saling berhubungan, yailu, perencanaan karier, manajernen karer
dan jalur karier . Perencanaan karier merupakan usaha sengaja yang
dilakukan individu untuk menjadi lebih sadar aias kemampuan, minal, nilai,
kezcmpatan/peluang, hambatan, dan pilihan berkaitan dengan karier serta
berbagai konsekuensinya, Dengan kata lain perancanaan karier meliputi
usaha mengidentifikasi karegr yang menjadi tujuan dan penentuan rencana
mencapal lujuandkariar tersebut.

Proses intagrasi perencanzan karier individu ke dalam manajeman
karicr organisasional  lerwujud melalni kesediaan  individu  dalam
memanfaatkan peluang kardar yang tersedia secara tepat. Pandangan
tradisional hahwa perencanzan pengembangan karier disusun dan
ditetapkan oleh organisasiperusahaan secara sepihak sudah sehanisnya
diubah dengan pemahaman bahwa seliap orang baranggung jawab dan
dapat meneniukan arah aias pangembangan atau kemajuan kariemya
sesuEl dengan minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Maka
vang penting dilakukan organizasi adalah menyediakan jalur atau pola
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karier, yaitu jalur yang menghubungkan posisi jabatan satu dengan jabatan
lain dalam lingkungan organisasi.

Jalur karir merupakan sarana yang mampeu mengakomodasi kebutuhan
informasi peluang karir bagi para pegawai  sehingga dapat membantu
mereka mendapatkan kejelasan arah karir, menetapkan sasaran karir,
mengetabul persyaratan darn jabatan yang dilujunya, dan menimbulkan
motivazi melakukan usaha-usaha yang dipetlukan agar dapat mencapai
sgsaran Karimya yang pada akhimya dapat meningkatkan produkiivitas
sera memperikan kepuasan kerja bagi pegawai  bersangkutan. Dengan
demikian pegawai juga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan
organisasi.

Fengembangan sumber dayamanusia organisasi aleh T. Hani Handoko
(1998:233) diberkan istilah sebagai pengembangan SOM internal yang
diimplementasikanmelalui 3cara, yaitu:penataran{upgrading), pemindahar
{transferring) dan Pengangkatan (promoting). Melalui program penataran
{upgrading) para pegawal yang memegang posisi aekarang akan dididik,
dilatih. afaw dikembangkan untuk melaksanakan pekerjaan lebih baik
sesual permintaan keadaan tertentu. Program pemindahan {iranslerring)
dilakukan umuk memindahkan pegawai dari posisi yang kurang disenangi
dalam organisasi ke posist lain yang lebin memuaskan kebuluhannya.
Sedangkan program  pengangkatan {promoting)  dilaksanakan  uniuk
memindahkan pegawai dari tingkat jabatan lebih rendah ke tingkat jabatan
lebih tinggi. Pendapat tersebut zejalan dengan pendapat Bernardin &
Russell yang tercermin dari gambar 1 di atas, bahwa program pendidikan
dan pelatihan memupakan proses lanjutan dari kebijakan manajemen karier
yang disusun organisasi.

Pendidikan dan laiihan dilaksanakan untuk mempersispkan agar
pegawai memiliki persyaratan yang diminga dalam jabatan baru berkaiian
dengan transfor dan promosi yang direncanakan clah pegawal secara
individual  maupun  uniuk  mamenuhi kebuluhan corganisasi. Dalam
hal ini- persyaratan yang harvs dimiliki pegawal untuk menduduki
fabatan dicriantasikan pada kompetensi. Pada saat secrang pegawai
mengharapkan dimutasikan atau dipromosikan ke jabatan tertenlu vang



belum pernah dipegang sebelumnya, maka yang bersangkutan harus
mempersiapkan diti memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan
baru. Pada sisi lain, apabila secrang pagawai mengharapkan memperoleh
promosi dalam bidang pekefjaan yang sama, maka yang bersangkutan
harus mempersiapkan dirinya  memiliki - kompetansi lebih tinggi pada
tugas-tugas jabatan dari pada yang pemah dilakukan sebelumnya. Kedua
situasi tersebut membutuhkan pendicikan pelatihan mengakuisisi segera
kompetensi yang dituntut dalam jabatan yang dikehendaki aleh pegawai
bersangkutan,

2. Konszep Kampetensi

Sehubungan dengan pengertian kompetansi, Kupper & Pathe {dalam

Hastha Joko M. menuliskan:
‘Compelencies as ability of sludenlivarker enabling firm (o accomplish tasks
adequataly, to find sohfion and to realize lhem in work sitvalion. Thesa
qualiications showld be expressed in term of knowledge, skils, and attitude”

sedangkan Dobson {dalam Fumamawali® berpendapar;

A compelency is defingd in feoms of what 8 person is required o do
{performance), under what conditions it is lo be done fcondiions) and haw
well it is o he dore {standards)”.

Kompetensi adalah kemampuan sesearang yang memungkinkannya
menyelesaikan pekerjaan dengan baik, untuk menemukan solusi dan
mewujudkannya dalam situazi pekerjaan, Kualifikasi tersebul ditunjukkan
melaiui pengatahuan, keterampilan dan sikap, Kompetensi didefinisikan
sebagal ketentuan apa yang diminta untuk dilakukan (kinerja), dengan
kondisi iconditions) apa itu dilakukan can seberapa baik (standard) hal itu
dilakukan,

i bl fisid odii. Felzedidfadeinf sl /12055 158, pof diakses tungal 10
Mei 20012 jam 13,40 wil)
3 hittp:/ feleklrognm s idffurnalfumal_ MEDTER Vald Me2

Qiraher M131_pof/lurnal20BuHIAPurnzwawat.puf diakses langgal 13 Mei
2012 jam 1333 wil)
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Kompetensi yang dimiliki SDM dalam suaty organisasifpenusahaan
akan meneniukan Kualitas SDM yarg dimiliki dimana pada akhimya akan
menentukan kualitas kompeliiii perussnzan itu sendiri.

Spencer and Spencer, (1933 © 9 menuliskan pengertian kompetensi
sebagai:

“an undedying chaactensiic’s of an indnddps! which s causally ralaled

o crferion  rafersnced effeclive and or supsnior pEformance N & jab ar

gifuation™.

Underlying characierisiics mengandung makna bahwa kompetensi
adalah  bagian  dan  kepribadien mendzlam dan melekat kepada
sezeorang serta perlaku yang dapai diprediksi peda berbagai keadaan
dan tugas pekerfaan. Causzally refal=d memiik arli bahwa kompetensi
adzalah sesuatu yang menycbabkan atau mampradiks penlaku dan kinerja.
Sedangkan Crtenon referenced mengandung makna bahwa kompetensi
sabenamya mempradiks: sapa yang berkinerja baik. divkur dan kriteria
atau standar. yang digunakan. Jadi Kompetensi adalah karakierstik
mendasar sesearang dan berkaitzn dengan afsklifitas kiners individu
dalam pekerfzannya.

Menurut Spencer and Spencar{ 1933 - 10) kormpetsnsi memiliki karakicistik

yang terdin dari:

1. Motives, adzlah sesuatu yang s=cara konsisten dipikitkan sessorang
sehingga 1a melakukan bndzkan. Moiives adalah “drive, direcl
and select behavior toward cerlaun zctions or gosls and away from
others™. Misalnya seseorang yvang memiliki molivas: berpresiasi
secara konsisten mengembangkan twjuan-fujuan yang member
sudlu lanlangan pada dinnya sendin dan beranggung jawaby penuh
mencapai tujuan tersebul serla mengharapkan semacam * feadback *
memperbaiki dirinya.

2, Traits, adalah watzk yang m=mpengerohi bagaimana sessorang
meraspon barbagail informas dan siluas: sena kemudian berperilakiy
dengan cara  ierentu. Watak  seszorang  ditunjukkan melalui
kepercayazsn din. contrno! din, keisbahan atau daya tahan,



3. oelf Concept, adalah sikap, nilai dan citra dirl yang dimiliki seseorang.
Sikap dan nilai diukur melalui 125 kepada responden untuk mengetahui
nilai yang dimiliki =egecarang dan apa yang mendnk bagi seseorang
melakukan sesuatu.

4. Knowledge, adalah informasi atau  pengetahuan  yang  dimiliki
sesecrang dibidang lertentu, Pengetabuan merupakan kompetensi
vang kompleks.

£ Shkills, adalsh kemampuan melaksanakan suatu tugas fisik tefesniu
atau tugas mental lerlentu.

Jadi kompetensi adalah segala pengeiahuan, keahlian. kemampuan
dan  karakieristik lsinnya yang menyebabkan seseorang pemegang
sualu jabalan mampu melaksanzskan peran dan tanggung jawabnya dan
mamberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutehan organisasi.

Untuk penerapan pendekatan kompetensi dalam organisasi, maka
dkan dijumpai peristilahan kompetensi inll organisasi, kompetens
jabatan, dan kompetensi individu (Hamel &Prahalad dalam Suedanmanto,
2009;:158-163). Kormpetensi inti organisasi merupakan kombinasi unik dari
spesialisasi bisnis, inli wgas dan human skill yang memberikan eksprasi
pada karakier tertentu organisasi. Satiap organizasi memiliki karakieristik
lertentu yang dapat dijadikan kompetensiinti erganisasi untuk menjadidasar
dalam pengembangan kompelsnsi individu atau sumber daya manusia.
Kompetansi inti organisasi dibentok darn strategr organisasi yang tercermin
dalam rancana strategis organisasi dan lingkungan strategis oroanisasi.
Dengan demikian kompetensi inti onjanizasi bersifat spesifik, genuineg, dan
tidak dapal dicopy cleh lembaga lain, Arinya, keberhasilan kompatansi inti
arganizasi pada amganisasi iereniu belum tentu sukses kalau ditcrapkan
pada organisasi lain yang berbeda visi dan misinya maupun lingkungan
strategiznya.

Kompelensi jabatan adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan
tartantu, sehingga jahatan tersebut nantinya dapal diampudipangku cleb
S2S0rANg yang memeanuhi persyaratan jabatan. Penentuan kompetensi
jabatan didasarkan pada ketugasan jabaian itu dan dalam penyusunan
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juga diderivikasi dan kompetensi ini orgamsasi. Kompeotensi jabatan
memiliki kaitan dengan ukuran atau critetia kursi jabatan, sohingga
memiliki spesifikasi terlentu pada lsvel atau skala tertenty, Semakin tinggi
level jabatannya sermakin tinggi pula level kompeotensi vang dibutuhkan.
Kompetensi individu atau sumbear daya manusia merupakan kompetensi
vang harus dirniliki oleh seseorang untuk menduduki jsbatan terentu i
mana telah terdapal persyaratan kompetansi jabatan, maka individu juga
harus memiliki kompetansi sesuai persyaratan. Dengan demikian ada
kesesuaan alau kecocokan antara kompetensi jabatan dengan kempetensi
individu. Semakin cocok individu dengan standar kompetensi jabatan
tertentu, akan sernakin berhasil sesecrang dalam jabatan tersebut.

E. Pembahasan

Patmerintah Pusat mulai memasukkan konsep kompetensi ke dalam
pengeiolaan SDM aparalur melalui Undang-Undang Mo, 43 Tahun 1999
tentang Parubahan Atas Undang-Undang Mo. & Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian. Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1992 Pasal
17 Ayan (2] ditetapkan bahwa “Pengangkatan Pegawai Meger Sipil dalam
suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sasuai
dengan kompetansi, prestasi keqa, dan jenjang pangkat vang ditetapkan
untuk jebatan itu sera syarat obyekiif lainnya tanpa membedakan jenis
kelarmin, suku, agama, ras, atau golongan,

Ketentuan Pazal 17 Undang-Undang MNomaor 43 tahun 1989 tarsabit
di atas menunjukkan babwa untuk pengangkatan PNS dalam suatu
jabatan, kompetensi dan prestasi kega merupakan faktor yvang harus
diperimbangkan terlebin dahulu sebelum jenjang pangkat PMS yang
barsangkutan. Selanjulnya kebijakan yang terkail dengan pengangkatan
FMS dalam jabatan dialur melzloi Peraiuran Pamedmah Mo, 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Megeri Sipil dalam Jabatan struktural
yang kemudian diperbarei melalui Peraturan Pemerintah Mo, 13 Tahun
2002 tentang Perubahan Alas Peraiuran Pomearintah Ne, 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawal Negen Sipil dalam Jabatan Strukiural.

............



Peraturan Pemerintah Mo. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural memupakan aluran teknis
atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian, yang memperkuat kedudukan
kompetensi dalam  porsyaralan  pengangkatan PNS dalam jabatan
strukiural. Hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 5 yang menetapkan,
bahwa persyaratan untuk dizngkat dalam jabatan struktural meliputi: {1}
Kepemilikan status sebagai PNS: (2) Paling rendah mendudubi pangkat
salu tingkat di bawah jenjang pangkat yang diparsyaratkan; (3) Memenuhi
kualifikasi dan fingkat pendidikan tertentu; {4) Dalam dua fahun terakhir,
seffiua unsur dalam DR3 hernilai baik; (5) Mempunyai kompetensi jabatzn
yang diperlukan; dan (6) Dinyalakan sehat secara jasmani dan rohani.

Persyaratan-perayaratan lersebut merupakan persyaratan urmum
dalam pengisian semua jabatan slruktural  di lingkungan instansi
pemerintan di Indonesia. Kepemilikan slatus FMS merupakan syarat
Lama rmenduduki jabatan, sehingga jabatan struktural di pemerintahan di
Indonesia merupakan jabatan karer vang hanya bisa diisi olch PNS.

Parsyaratan pangkat manjadi hal penfing untuk bisa menduduki
jabatan sirukieral yang dicemminkan dalam syarat keduea. Dari sini dapal
diketahui bahwa sistem pengembangan karier masih barfenjang dengan
memperhalikan pangkat, sehingga apabila yang bersangkutan mampu
mencapai pangkal tertentu, maka akan ferbuka kesempatan untuk
menduduki jabatan strukiural.

Syarat ketiga menunjukkan bahwa pejabat struktural dituniut untuk
memiliki latar belakang pandidikan yang memadai. Asurmsi vang diqunakan
adalah bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan =zalaly
membutuhkan logika-logika keilmuan tertaniu,

Syarat keampat didasarkan pada asumsi bahwa kinerja yvang dicapai
dalam jabatan zebalumnya menentukan kinarja yang bersangkutan dalarn
jabatan selajutnya. Mamun apabila ukuran kinerja tersebut dilinat dari
D3, maka peru dilakukan evaluasi agar unsur-unsur yang dinilai dapat
mencerminkan knitaria yang dapat diukur secara obyektit dan adil.

ayarat kelima menunjukkan bahwa setiap jabatan membutuhkan
standar kompetens tertentu, dan calon pejabat harus memenuhi standar
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tersebut ketiks dizngkat dalam jabatan struktural 1ersebut, Apabila tidak!
belum memenuhi maka calon pejabat akan dikutkan dalam diklal gtau
dipertimbangkan kembali pemilihannya.

ayarat keenam berfungsi memastikan bahwa calon pejabat hams bisa
melaksanakan tugas-tugasnya semenjak dizngkat sampai dibernentikan,
tanpa terganggu clah penyakil fisik siau gangguan psikis lainnyva. Dad
ketentuan-ketentuan  tersebut femyala tidak sepenuhnya  berbasis
kompetansi, karena masih memperimbangkan pangkat dan DR,

Badan Kepegawaian Megara kemudian menindaklanjuli ketentuan-
kelentuan dalam Peraturan Pemerinlgh No. 100 Tahun 2000 1&nlang
Pengangkalan Pegawai Neger Sipil dalam Jabatan Struktural dengan
mangeluarkan Peraturan Kepala BKN Mo. 43 Tahun 2001 tentang Standar
Kompatensi Jabatan Struklural Pegawai Neger Sipll. Dalam Perafuran
Kepala BKM No. 43 Tahun 007 lentang Standar Kompetensi Jabatan
Strukiural Pegawal Meger Sipil tersebut digtur secera rinci standar
kompetensi bagi jabatan strukdural eselon | 11, Il dan IV, sehingga bisa
menjadi dasar melakukan pengangkatzn. pemindahan, dan pemberhentian
dalam jasbatan strukitural dan reenjadi acuan dalam penyelenggarsan
diklat di berbagal instanszi pemearintah di Indonesiz. Kompetensi terdin dar
ROMpetens umum dan kompetensi khuzus. Kompstensi umum diparaleh
melalui pendidikan formal mauoun diklat kepemimpinan, ssdangkan
kompetensi khuzus diperoleh melaiui diklat tekniz vang jenisnya ditentukan
vleh Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing.

selanjuinya terkait dengan prinzip profesionalisme sesuai standar
kompatensi, Badan Kepsgawaian Negars telah mengslusrkan Keputusan
Kepala BKMN Mo. 464 Tahun 2003 lentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompelensi Jabatan Strukiural PNS. Dalam keputusan tersebut ditegaskan
Agar sefiap nstansi pemerntzh menyiisun Standar Kompetensi Jabatan
Struktural di lingkungan  masing-masing. sehingga dapat  menjamin
vbyektivitas dan kualitas berkailan dengan pengangkatan PNS dalam
jabatan strukiural. Dalam kepusan lersebut juga diuraikan langkah-
langxah dalam menyusun standar kompetensi, mulai dan identifikasi uraian
jabatan, penentuan kompstens dasar, perumuszan kompelens bidang.
sampai dengan penetapan standar kompatensi. Melzlui peraturan tersebut



EKM mendorong Pemerintah Dacrah menyusun standar kompetens: untuk
setiap jabatan struktural pada eselon I, 11 dan IV di lingkungannya Masing-
Masing.

Terlapat perbedaan antara Peraluran Kepala BKN Mo, 43 Tahun
2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Megeari Sipil
dengan Keputusan Kepala BKM Mo. 46A Tahun 2003 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Kompelensi Struktural PNS. Dalam Peraturan Kapala
BKM No. 43 Tahun 2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural
Pegawai Megeri Sipil menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan
kebijakan serifikasi, yang berarti melalui badan senifikasi akan dikeluarkan
serlilikat bagi pegawai yang dinyalakan lulus dalam proses penguijian
kompetansi dan karena ity layak menduduki jabatan fertenlu, Dalam hal
ini BKM clan BKD Lerfungsi schagai badan serifikasi (assesament center)
di fingkat pusat dan dasrah. Sedangkan dengan Kepulusan Kopala BKN
Mo. 464 Tahun 2003 wntang Pedoman Penyusunan Standar Kompotens|
Struktural PNE, pemerimah menalapkan keolipkan manggunakan profil
kompatansi, Penarapan prolil kompatansi dalam hal ini barani untuk seliap
isbatan ditentukan jenis kompetensinga dan diberikan bobet, karena satiap
eselon IV, Il dan 1l memiliki kebutu han kompatans dengan bobot barbada,
Dengan metode pengukuran yang berbeda kedua paraturan lersebut
manjadi trkasan overlap dan sokaligus manunjukkan sikap pemeariniah
(BKN) yang mendua, Kedua kebijakan tarsebul juga belum dilengkapi
dengan patunjuk taknis, sehingga Kementarlan/Lembaga dan Pemarintah
Daerdh belum dapat mangimplementasikan.

Masih dalam  upaya mewujudkan  kompetensi  sebagai  dasar
pangambangan karier SDM aparatur, pamanntah mengeluarkan Peraturan
FPemarintah Momar 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Nedgeri Sipil vang semangatnya juga untuk mengisi dan
mengembangkan kompetensi calon pemangku jabatan strukieral melalu
Diklat. Dalam pasal 8 ditetapkan bahwa Diklat dalam jabatan dilaksanakan
untuk mongambangkan pengelghuan, ketcrampilan, dan sikap PNS
agar dapat melaksanakan ugas-lugas pemerintahan dan pembangunan
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dengan sabaik-batknya. Diklat dalam jabatan tersebut terdiri dari: Diklat
Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Tekms,

Diklal Kepemimpinan vang =selanjutnya disebut Diklalpim dilaksanakan
untuk  mencapal  persyaralan kompelensi kepamimpinan  aparatur
pemerintah vang sesuai dengan |@njgng jabatan strukiural. Diklatpim
terdiri dari: (a] Diklatpim Tingkat IV adalah Diklaipim untuk Jabalan
Strukiural Eselon 1V; (b) Dikdatpim Tingkat Ul adalsh Diklatpim untuk
Jabatan Struktural Eselon |l (¢) Diklatpim Tingkat 1| adalah Diklatpim
uniuk Jabatan Struktural Ezelon (1 (d) Diklatpim Tingkat | adalah Diklatpim
uniuk Jabatan Struktural Ezelon | Diklal Fungsional dilaksanakan untuk
mencapal persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang
Jabatan Fungsional masing-masing. Sedangkan jenis dan jenjang Diklat
Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh
instansi Pembina Jabatan Fungzsicnal yang bersangkutan. Diklat Teknis
dilaksanakan untuk mencapai parsyaratan kompelensi teknis yang
diparlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Diklat Teknis terssbut dapat
dilakesanakan secara betjenjang, dimana jenis dan jenjang Diklat Teknis
tersebut ditatapkan oleh instansi lekms yang bersangkuian. Sementara
iu kurikulum Diklat disusun dengan mengacu pada standar kompatensi
jabatan, yang prosesnya penyusunannya haruslah melibatkan berbagai
pihak antara lain pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan
alumni diklat.

Pada tahun 2002 telah dikeluarkan Peraluran Pemerintah Mo, 13 Tahun
2002 tentany Perubahan Atas Peraturan Pamearintah No, 100 Tahun 2000
tentang Pengangkalan Pegawal Megeri Sipil dalam Jabatan Struktural,
yang menctapkan babwa: “Pegawai MNegen Sipil yvang telah memenuhi
persyaratan kompeiensi jabatan struktural tenentu dapat diberikan sertifikat
sesual dengan pedeman yang ditetapkan oleh inslansi pembina dan
instansi pengendall serta digngoap telah mengikut dan ulus pendidikan
dan pelatihan kepamimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan tersehut”
ipasal 7 ayat 2). Ketentuan terscbut menegaskan keharusan dilakukan
proses seriikas terhadap kompetensi jabatan strukiural, vang bisa



diperolsh sstelsh yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan yang relevan.

F. Kesimpulan dan Saran

Dari berbagai peraturanketantuan perundangan vang telah dibahas
manunjukkan bahwa zebsnamyz pengembangan karsr SOM aparatur
sudah mengarah kepada implemenizsi yang berbasic kompetensi.
Uengan ditstapkannyz borbagai  psraturan entang  pengangkatan
pejabat strukiurzl telah menunjukkan usahs pemerintah untuk menjamin
kualitas SDM aparatur dalam menjgiankan tugas pokok dan fungsinya.
Mamun adanyz sikap yang meanduza. kelemahan dari segi konsepsual dan
ketiadaan pentunjuk teknis dalam penvuszunan standar kompatansi menjadi
hambatan bagi implermentssi pengembangan karisr SOM aparatur berbasis
kompetensi. Fenguatan dari segi konsepsual dapat dibpayakan melalui
kajian akadernis maupun praklis. dengan melibatkan berbagai pihak yang
memiliki kapasilas untuk itu, sehingoa dapat dinasitkan patunjuk 1eknis
¥ang dapat menjadi pedoman bagi ssluruh nstansi pusat maupun darah
urnluk melzkzanakannya.

Dalam petunjuk teknis fersebui hendaknya dituangkan bagaimana
setiap instansi  menjabarkan secars funtas ssluryh jabstan strukiural
yang ada dalam lingkungsn kerjanya masing-masing beseria standar
kormpetensi masing-masing jabsian tersebyt. Siandar kompetensi dalam
hal ini menyangkur kompstensi ind. kompstensi penunjang maupun
kompatansi spesifik. Kompetensi infl bizsz  meliputi:  kepemimpinan,
kecerdasan, kemampuan mansjeral dan kompetensi feknis dan lain-
lain. Kompetansi penunjsng bisa melipuli: bemikir konseplual, kualitas
personal, kemampuan bekenz sama dengan orang lain, penguasaszn
teknaolegi computer. dan laindain. Kompetensi spesifik biga meliputi:
pengetahuan dan keterampilan tentang prakick yang berkaitan dengan
Igas pukok instansi masing-masing. Oleh karena iu setiap instansi pusat
ataupun daerah akan menjabarkan secara zpesifik,. menyangkut standar
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kempetensi yang dibutuhkan dalam sotiap jabatan siruktural yang ada
(eselon -1V). agar match dengan visi dan misinya masing-masing.

Selamuinya juga harus ditetapkan program-program pendidikan dan
latihan yang diperiukan uniuk mempearcleh kompetensi tettentu, temasuk
persyaratan-parsyaralan  yang diperukan  untuk  mengikuti - program
tersebut, pelaksanaannya, pengujiannya dan sebagainva,

Banyak hal yang pedu dikaji dan dibenahi menyangkul sistern
pandidikan dan latiban, agar wjuan pengermbangan karer yang didasarkan
pada kormpetansi benar-benar dapat diwujudkan.

Langkah berihutnya adalah sosialisasi kepada semua SDM aparatur vang

ujuannya adalah:

L. Merubah mindset para SDM aparatur bahwa agar dapat naik jabatan
diparlukan persyaratan kompetensi tertantu melalui proses ssscesmant
guna memparateh setifikasi, sehingga kenaikan jabatan tidek lagi
didasarkan pada DUK.

2. Memben kejelasan tentang arah karier vang bisa dipercleh oleh
setiap SDM aparatur, sehingga mampu memberikan motivasi bagi
pengembangan karier mereka.

sebagaikonsekuensidinapuskannya DUK sebagaidasar pengangkatan
dalam jabatan struklural, maka proses pengujian kompelensi dapat diawali
dari inisiatif S0M aparatur, SDM aparatur yang menginginkan memperoleh
jabatan tertentu, wajib mempelajari  persyaratan  kompelensi yang
dibutubkan dalam jabatan tersebut, kemudian melakukan sclf assessment
atas kompetensi yang dimilikinya. Apabila yang bersangkutan: (3} belum
memiliki kampetenst yang dipersyaratkan, maka wajib mengikuti program
pendidikan dan pelatihan untuk hisa segers mengakuisisi kompetensi-
kompelens) fersebut. Hasil kelulusan dalam wjian kompetensi ienentu
dapat diajukan sebagar syarat uniuk menduduki jabatan strukiural terentu:
{b) merasa sudah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, maka bisa
langsung mengikuti  ujian  kompetensi. Apabila yang  bersangkutan
dinyatakan lulus, maka hasil ujian torsebut bisa digjukan sebagai syarat



menduduki jabatan struktural tertentis. Namun apabila dinyatakan tidak
lulus, maka yang bersangkutan harus mengikuti program pendidikan dan
latinan terlebih dabulu sampai dinvatakan luius dalam ujian kompetonsi.
Motivasi untuk terus maju dan berkemnbang menjadi faktor wang sangat
menentukan pengambangan karier seorang SDM aparatur, sehingga yang
bersangkutan harus melakukan ovaluasi din untuk mengetahui kokuatan
dan kelemahannya, manetapkan strategi pengernbangan karier pribadinya
untuk mencapai pengembangan karier yang ingin dicapainya.

Upaya untuk mengimplemantasikan pengembangan karor SOk
aparatur berbasis kompetensi harus torus dilakukan, agar tUjLIAN refarmasi
birokrasi dapal dicapai yaitu tenwujudnya peningkatan panyelengoaraan
pemorintahan dan pelayanan kepady masyarakal,
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